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ABSTRAK

Dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar 1945  alenia  ke-4  dinyatakan  bahwa  salah  satu  tugas  Negara  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  untuk  itu  pula  maka  setiap  warga  Negara  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  Pendidikan  yang  layak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan.

Adapun  Rumusan  Masalah  dalam  Penelitian  ini  tentang  Bagaimana  Pelaksanaan  Sistem  Pendidikan  Wajib  Belajar  9  tahun  di  Kota  Samarinda  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008,  dan  Bagaimana  Peran  dan  Tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  terhadap  Implementasi  Program  Wajib  Belajar  9  tahun.

Tujuan  dilakukannya  Penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  sejauhmana  Sistem  Pendidikan  Wajib  Belajar  9  Tahun  di  Kota  Samarinda,  dan  sejauhmana  peran  dan  tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun.

Metode  Penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Metode  Yuridis  Normatif  yaitu  dengan  menggunakan  sumber-sumber  dari  kepustakaan  dan  Metode  Yuridis  Sosiologis  (Empiris)  yaitu  dengan  penelitian  dilapangan.

Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  Penulis  dapat  disampaikan  disini  bahwasanya  Bagaimana  pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  di  Kota  Samarinda  dan  Bagaimana  peran  dan  tanggungjawab  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  terhadap  Implementasi  Program  Wajib  Belajar  9  tahun.

Adapun  saran  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelaksanaan  program  Wajib  Belajar  9  tahun  di  Kota  Samarinda  agar  pelaksanaan  program  ini  tercapai  dengan  maksimal.  Kalaupun  masih  ada  alternative  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  disampaikan  atau  ditulis  dalam  skripsi  ini,  maka  hal  itu  dapat  dijadikan  masukan  atau  tambahan  agar  skripsi  ini  dapat  terus  berkembang  dan  tidak  berhenti  sampai  disini.
Kata  Kunci  :  implementasi  dan  hak  dasar  anak
ABSTRACT

The opening of the 1945 constitution dedared the 4 paragraph states that 1 of the tasks is educating the nation and for it anyway then every citizen has the right to a decent education services in accordance with the times and the advancement of science.

as for the formulation of the problem in the study of how the implementation of compulsory education system in samarinda city of 9 year based on Peraturan Pemerintah Number 47 of 2008 and how the roles and responsibilities of Pemerintah Daerah on the implementation of the Samarinda city of 9 year compulsory education program.

purpose of this study was to determine the extent to which the education system is compulsory of 9 year in the Samarinda city and the extent to whicb the roles and responsibilities of Pemerintah Daerah in the implementation of 9 year compulsory education program.

this research method is to use a normative juridical method is by using the resources of the library sources and method namely the juridical sociological research in the field.

the result of research by the author to convey here that how the implementation of 9 year compulsory education program in the damarinda city and how the roles and responsibilities of Pemerintah Daerah on the implementation of the samarinda city of 9 year compulsory education program.

as for suggestions that need to be considered in the implementation of 9 year compulsory education program in tehe samarinda city that program implementation is achieved with a amaximum.
Keyword  :  implementation  and  children’s  rights
I. PENDAHULUAN

Wajib  Belajar  merupakan  salah  satu  Program  yang  dicanangkan  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas).  Program  Wajib  Belajar  dilatar  belakangi  dari  munculnya  Program  Wajib  Belajar  6  tahun  pada  tahun  1984,  kemudian  pada  tahun  1994  ditingkatkan  menjadi  Program  Wajib  Belajar  9  tahun.  Peningkatan  Program  Wajib  Belajar  menjadi  9  tahun  dengan  harapan  agar  terwujud  pemerataan  Pendidikan  Dasar  yang  bermutu  serta  menjangkau  Daerah  terpencil.

Sebagaimana,  dijelaskan  dalam  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar  bahwa  “Program  Wajib  Belajar  diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  sesuai  kewenangannya,  atau  masyarakat”.1)
Program  ini  mewajibkan  setiap  warga  Negara  Indonesia  untuk  bersekolah  selama  9  tahun  pada  jenjang  Pendidikan  Dasar  dan  Pemerintah  wajib  membiayainya,  yaitu  dari  tingkat  kelas  1  Sekolah  Dasar  (SD)  atau  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  hingga  kelas  9  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  atau  Madrasah  Tsanawiyah  (MTS).

Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  34  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  yakni  :

· Pasal  34  Ayat  (1),  setiap  warga  Negara  Indonesia  yang  berusia  6  tahun  dapat  mengikuti  Program  Wajib  Belajar.

· Pasal  34  Ayat  (2),  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya Wajib  Belajar  minimal  pada  jenjang  Pendidikan  Dasar  tanpa  memungut biaya.

· Pasal  34  Ayat  (3),  Wajib  Belajar  merupakan  tanggung  jawab  Negara  yang  diselenggarakan oleh  lembaga  Pendidikan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat.

· Pasal  34  Ayat  (4),  Ketentuan  mengenai  Wajib  Belajar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Pemerintah.2)
Tujuan  dari  diadakannya  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  baik  formal,  nonformal  maupun  informal, diharapkan  agar  jumlah  anak  putus  sekolah  bisa  diminimalisasikan  dan  mengurangi  masalah  buta  aksara  terhadap  anak,  juga  sebagai  salah  satu  strategi  untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  di  Indonesia”.3)  
Dengan  sistem  pembelajaran  yang  berkualitas  program  ini  sangat  baik  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  masa  depan  generasi  penerus  bangsa  yang  berkualitas.  Dengan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  diharapkan  dapat  memperbaiki  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Negara  Indonesia,  dan  juga  dapat  memberikan  bekal  kemampuan  dasar  kepada  peserta  didik  untuk   mengembangkan  kehidupannya  sebagai  pribadi  anggota  masyarakat,  warga  Negara,  dan  anggota  umat  manusia  serta mempersiapkan  peserta  didik  untuk  mengikuti  Pendidikan  Menengah..


Melalui  proses  Pendidikan,  suatu  bangsa  berusaha  untuk  mencapai kemajuan-kemajuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupannya,  baik  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  politik,  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  dalam  bidang-bidang  kehidupan  budaya  lainnya.
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  bahwa  :

“Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa  dan  Negara”.4)
Secara  filosofis  Pendidikan  merupakan  Hak  Asasi  Manusia,  sejalan dengan  Undang-undang  Dasar  1945,  sesungguhnya  Pendidikan  bersifat  Terbuka,  Demokratis,  tidak  Diskriminatif,  dan  menjangkau  semua  warga  tanpa  terkecuali.

Ditegaskan  dalam  Pasal  31  Undang-undang  Dasar  1945,  menyebutkan  sebagai  berikut  :

· Pasal  31 Ayat (3),  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan  Undang-undang.

· Pasal  31  Ayat  (5),  Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menunjang  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan  peradapan  serta  kesejahteraan  umat  manusia”.5)

Dengan  demikian,  berarti  bahwa  hak  setiap  warga  Negara  Indonesia  untuk  memperoleh  Pendidikan  sudah  dijamin  oleh  hukum  yang  pasti  dan  bersifat  mengikat.
Pendidikan  merupakan  sarana  utama  di  dalam  upaya meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Tercermin  dari  tujuan  Pendidikan  yang mengaktualisasikan  pada  kehidupan  bangsa  dengan mempertimbangkan  segala kemungkinan  yang  akan  timbul  dalam  diri  agar  dapat  memotivasi  diri  untuk  lebih  baik  dalam  segala  aspek  kehidupan.  
Selanjutnya  dalam  Pasal  5  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasioanl,  sebagai  berikut  :

· Pasal  5  Ayat  (1),  setiap  warga  Negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  Pendidikan yang  bermutu.

· Pasal  5  Ayat  (5),  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan  kesempatan  meningkatkan  Pendidikan  sepanjang  hayat”.6)
Pendidikan  Nasional  haruslah  bersifat  fungsional  yaitu  berfungsi  untuk  kepentingan  kelembagaan  masyarakat  menuju  perkembangan  kehidupan  bangsa  yang  menyangkut  pengembangan pribadi  dan  watak  bangsa,  karena  keduanya  merupakan  kriteria  dasar  dalam  upaya  mewujudkan  suatu  Sistem  Pendidikan  Nasional.  

Visi  dan  Misi  Pendidikan  merupakan  bagian  dari  strategi  pembaruan  Sistem  Pendidikan  yang  mana  telah  dituangkan  dalam  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  diantaranya  adalah  pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar. Disamping  itu,  Pendidikan  merupakan  suatu  Sistem  yang  mempunyai  beberapa unsur-unsur  yaitu  tujuan/sarana Pendidikan,  peserta  didik,  pengelola Pendidikan. Beranjak  dari  sinilah  dikenal  Pendidikan  Nasional  yang  didasarkan  pada  filsafat  bangsa  dan  cita-cita  Nasional,  yang  setiap  unsur  tersebut  saling  berkaitan  dan  saling  mempengaruhi.
II. METODE PENELITIAN

1. Metode  Yuridis  Normatif

Teknik  penelitian  yang  digunakan  adalah  suatu  bentuk  penelitian  kepustakaan  (Library  research)  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengambil  sumber-sumber  dari  bahan  kepustakaan  seperti  literatur  yang  berupa  buku-buku,  Undang-undang,  artikel  serta  keterangan  ilmiah  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  dan  teknik  penelitian  lapangan  yaitu  penelitian  langsung  dengan  mengumpulkan  data-data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  pihak  yang  terkait.

2. Metode  Yuridis  Sosiologi  (Empiris)

Yuridis  Sosiologi  adalah  suatu  bentuk  penelitian  lapangan  (Fieldwork  Research),  merupakan  suatu  bentuk  penulisan  yang  diciptakan  langsung  dari  obyek  yang  diteliti,  langsung  di lapangan  yang  erat  hubungannya  dengan  pokok  permasalahan  pada  penulisan  skripsi  yaitu  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  di  Kota  Samarinda

Pada  hakikatnya  Wajib  Belajar  merupakan  upaya  sistematis  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  dalam menghadapi  dunia  global,  karena  perubahan  perlu  dilakukan.  Tentunya  para  pengambil  keputusan  secara  arif  dan  bijaksana  dapat  mempertimbangkan  kembali  agar  tidak  mengubah  semua  sistem  melainkan  hanya  yang  sifatnya  subtansial  untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  yaitu  dalam  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun.

Pemerintah  Republik  Indonesia  secara  terstruktur  melaksanakan Program  Wajib  Belajar  yang  dimulai  dengan  Wajib  Belajar  6  tahun,  kemudian  dilanjutkan  dengan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  agar  dapat  setara  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dengan  mutu  yang  baik.  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  diselenggarakan  pada  jalur  Pendidikan  formal,  nonformal,  maupun  informal.  Program  jalur  sekolah  meliputi  Sekolah  Dasar  (SD)  selama  6  tahun  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) selama  3  tahun.

Adapun  Jalur  Pendidikan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  13  Ayat  (1)  Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  dinyatakan  bahwa  jalur  Pendidikan  terdiri  dari  Pendidikan  Formal,  Non-Formal  dan  Informal,  perbedaan  yang  mendasari  sesuai  Jalur  Pendidikan  adalah  sebagai  berikut  :

· Pendidikan  Formal

Ada  persyaratan  khusus  untuk  menjadi  peserta  didik,  pembelajarannya  dilakukan  digedung  sekolah  dengan  tenaga  pengajar  harus  memiliki  klasifikasi  tertentu,  materi  pembelajaran  yang  diberikan  bersifat  akademis  dengan  kurikulum  yang  jelas,  adapun  ujian  formal  yang  dilakukan.  Penyelenggara  Pendidikan  adalah  Pemerintah  atau  Swasta,  diselenggarakan  dengan  administrasi  yang  seragam.

· Pendidikan  Non-Formal

Ada  persyaratan  khusus  untuk  menjadi  peserta  didik  namun  kadang  tidak  ada  persyaratan  khusus,  pembelajarannya  bisa  dilakukan  di  luar  gedung  dengan  berlangsung  singkat,  tidak  memiliki  jenjang  yang  jelas  dan  terkadang  ada  ujian.  Penyelenggaranya  pun  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  atau  Swasta.

· Pendidikan  Informal

Tidak  ada  persyaratan  khusus  untuk  menjadi  peserta  didik,  pembelajarannya  dapat  dilakukan  dimana  saja,  tidak  ada  program  yang  direncanakan  secara  formal,  tidak  ada  ujian  yang  dilaksanakan  karena  tidak  ada  lembaga  sebagai  penyelenggara.

Adapun  tujuan  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  dicanangkannya  Program  Wajib Belajar  9  tahun  tersebut,  dapat  memberikan  makna  yaitu  sebagai  berikut  :

Memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  warga  Negara  Indonesia  untuk  memperoleh  Pendidikan  Dasar.

Memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  warga  Negara  Indonesia  yang  berusia  7  sampai  15  tahun  untuk  mengikuti  Pendidikan  Dasar  atau  Pendidikan  yang  setara  sampai  tamat.

Memberikan  pengarahan  agar  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  dapat  diikuti  oleh  semua  warga  Negara  Indonesia  yang  berusia 7  sampai  12  tahun  untuk  Sekolah  Dasar  dan  berusia  13  sampai  15  tahun  untuk  Sekolah  Menengah  Pertama.

Tekad  dan  Upaya  Pemerintah  baik  Pusat  maupun  Daerah  untuk  melaksanakan  dan  menuntaskan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  bukan  lagi  sekedar  bahan  pembicaraan,  akan  tetapi  sudah  tersirat  dan  tersurat  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  didukung  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar.  Hal  ini membuktikan  bahwa  Pemerintah  tidak  main-main  dengan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  karena  program  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  mutu  Pendidikan  di  Indonesia.

Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Bambang  Sudibyo  Mantan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nasional  pada  tanggal  28  Mei  2009  kepada  para  wartawan  usai  rapat koordinasi di Jakarta  :

“Target  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  dan  pemberantasan  buta  huruf  akan  tercapai  pada  tahun  2009,  hal  ini  dikarenakan  meningkatnya  partisipasi  lulusan  SD  masuk  SMP  dan  menurunnya  tingkat  anak  putus  sekolah.  Saat  ini  angka  anak  putus  sekolah  masih  3,01%  dan  diharapkan  dapat  turun  hingga  mencapai  2,58%  dan  tentunya  hal  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  untuk  diselesaikan  dengan  berbagai  program  seperi  anak-anak  yang  putus  sekolah  dibiayai  atau  dibujuk   untuk  mengikuti  Program  Paket  A dan  Paket  B,  ditambah  dengan  program  memperbanyak  sekolah  terbuka.

Dalam  kenyataannya  Program   Wajib  Belajar  9  tahun  di  Kota  Samarinda  diharapkan  dapat  mengurangi  angka  putus  sekolah  terhadap  anak,  namun  secara  prinsip  pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun   di  Kota  Samarinda  sesuai  dengan  kondisi  riil  yang  ada,  program  tersebut belum  sepenuhnya  tuntas  karena  jika  dilihat  dari  Angka  Partisipasi  tingkat  keberhasilannya  berdasarkan  data  Tahun  Pembelajaran  2012/2013  adalah  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  untuk  tingkat  SD  hanya  mencapai  87,28%  dan  tingkat  SMP  masih  66,84%.  Dalam  hal  ini  masih  ada  anak  usia  didik  yang  putus  sekolah,  belum  sekolah  bahkan  belum  pernah  mengenyam  pendidikan.

Kondisi  yang  demikian  dapat  dilihat  dalam  Tabel  2  Jumlah  Anak  Putus  Sekolah  ditingkat  SD/MI  dan  SMP/MTS  di  Kota  Samarinda  Tahun  2012/2013,  yakni  sebagai  berikut  :
	Data  Anak  Putus  Sekolah  di  Kota  Samarinda
Tahun  2013/2014  Tingkat  SD/MI  dan  SMP/MTS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tingkat  SD/MI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	KECAMATAN
	Siswa  Putus  Sekolah  Menurut  Tingkat  dan  Jenis  Kelamin

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	Jumlah

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Samarinda  Ulu
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	2
	Samarinda  Ilir
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	5
	5

	3
	Samarinda  Seberang
	-
	1
	-
	3
	-
	-
	1
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	10

	4
	Palaran
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	2
	1

	5
	Sungai  Kunjang
	4
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	6
	1

	6
	Samarinda  Utara
	4
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	2
	2
	-
	1
	8
	6

	JUMLAH
	11
	3
	2
	5
	2
	3
	3
	5
	5
	4
	2
	4
	25
	25


	Tingkat  SMP/MTS
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	KECAMATAN
	Siswa  Putus  Sekolah  Menurut  Tingkat  dan  Jenis  Kelamin

	
	
	I
	II
	III
	Jumlah

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Samarinda  Ulu
	13
	1
	22
	5
	4
	2
	39
	8

	2
	Samarinda  Ilir
	1
	-
	-
	-
	2
	-
	3
	-

	3
	Samarinda  Seberang
	-
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	4

	4
	Palaran
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	5
	Sungai  Kunjang
	-
	-
	3
	1
	-
	-
	3
	1

	6
	Samarinda  Utara
	6
	3
	1
	5
	4
	4
	11
	12

	JUMLAH
	20
	7
	27
	12
	11
	7
	58
	26

	Sumber  :  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda, Rangkuman  Data  SD/MI  dan  SMP/MTS  Tahun  Pembelajaran  2013/2014


Namun   untuk  mendukung  percepatan  pencapaian  wajib  belajar  9  tahun  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  Pendidikan  memungkinkan  Pemerintah  Daerah  untuk  menyelenggarakan  Pendidikan  Gratis  untuk  tingkat  SD  dan  SMP,  sederajat.  Konsep  sekolah  gratis  tersebut  ialah  memberikan  Biaya  Operasional  kepada  sekolah  SD  dan  SMP,  sederajat.  Tetapi  tiap-tiap  Pemerintah  Daerah  mengeluarkan  kebijakan  yang  beraneka  ragam  sesuai  dengan  kemampuan  Daerah,  bagi  Daerah  yang  memiliki  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBD)  yang  cukup  maka  Pemerintah  Daerah  akan  memberikan  bantuan  Daerah  yang  dapat  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  siswa.

Terdapat  didalam  Pasal  31  Ayat  (4)  Undang-undang  Dasar  1945,  menyebutkan  bahwa  “Negara  memprioritaskan  anggaran  Pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  serta  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggara  Pendidikan  Nasional”.(21)
Adapun  dalam  menunjang  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  dari  aspek  pembiayaan  semua  anak  didik  dibiayai  melalui  dana  BOS.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini  bagi  anak  penyandang  cacat,  Pemerintah  membuka  sekolah  inklusi  dan  SLB.

Sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  menegaskan  bahwa  “khusus  bagi  anak  yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh  Pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  bagi  anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  berhak  mendapatkan  Pendidikan  khusus”.

Kemudian  ditegaskan  dalam  Pasal  54  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  “setiap  anak  yang  cacat  fisik  dan  mental  berhak  memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  Negara,  untuk  menjamin  kehidupannya  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,  meningkatkan  rasa  percaya  diri  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  hal  tersebut  pelaksanaan  hak  anak  yang  cacat  fisik  dan  atau  mental  atas  biaya  Negara  diutamakan  bagi  kalangan  yang  tidak mampu.

Secara  khusus,  tujuan  BOS  adalah  untuk  meringankan  beban  masyarakat  terhadap  pembiayaan  Pendidikan  dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu,  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat,  dengan  harapan  Program  BOS  mampu  mendukung  suksesnya  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  di  daerah  khusunya  Kalimantan  Timur,  dengan  membebaskan  pungutan  bagi  seluruh  siswa  SD/SLB  dan  SMP/SMPLB  terhadap  biaya  operasi  sekolah,  kecuali  pada  Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (RSBI)  dan  Sekolah  Bertaraf  Internasional  (SBI).

BOS  adalah  program  Pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  operasional  non  personalia  bagi  satuan  Pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan  “biaya  non  personalia  adalah  biaya  untuk  bahan  atau  peralatan  pendidikan  habis  pakai  dan  biaya  tidak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa,  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak,  asuransi, dll.

Namun  demikian  ada  beberapa  jenis  pembiayaan  investasi  dan  personalia  yang  diperbolehkan  dibiayai  dengan  dana  BOS.  Adapun  peraturan  yang  terkait  meliputi  :  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  mengamanatkan  bahwa  “setiap  warga  Negara  yang  berusia  7-15  tahun  wajib  mengikuti  Pendidikan  Dasar.  Pada  pasal  34  ayat  (2)  menyebutkan  “Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  Pendidikan  Dasar  tanpa  memungut  biaya,  sedangkan  dalam  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  :  “wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  Negara  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  Pendidikan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat.

Pelaksanaan  Program  BOS  terutama  diperuntukan  pada  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  serta  satuan  Pendidikan  lain  yang  sederajat,  telah  diatur  dalam  Keputusan  SK  3  Menteri  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  yang  mengatur  mekanisme  penyaluran  BOS  dari  Kas  Umum  Negara  (KUN)  ke  Kas  Umum  Daerah  (KUD)  serta  pelaporannya.  Selanjutnya,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  mengatur  mekanisme  pengelolaan  dan  BOS  di  daerah  dan  mekanisme  penyaluran  dari  kas  daerah  ke sekolah.  Kemudian,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  mengatur  mekanisme  pengalokasian  dan  BOS  dan  penggunaan  dana  BOS  Sekolah.

Berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis  sesuai  data  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah  menyalurkan  dana  BOS  sebesar  Rp.88.109.747.500,-  pada  tahun  2014  untuk  satuan  dana  Pendidikan  Dasar  (SD  dan  SMP)  di  wilayah  Kalimantan  Timur.  Adapun  anggaran  dana  BOS  yang  diterima  Kota  Samarinda  pada  tahun  2014  sebesar  Rp.18.532.600.000,-  terutama  untuk  SD  sebesar  Rp.11.418.581.000,-  dan  SMP  sebesar  Rp.7.114.019.000,-.

Adapun  besaran  alokasi  dana  yang  diterima  persiswa  per  tahun  masih  tetap  seperti  tahun  yang  lalu,  yaitu  SD/SDLB  sebesar  Rp.580.000,-  per  peserta  didik  per  tahun  dan  SMP/SMPLB  sebesar  Rp.710.000,-  per  peserta  didik  per  tahun,  sedangkan  jumlah  sekolah  penerima  Bosnas  di  Kota  Samarinda  untuk  SD/SDLB  sebanyak  222  sekolah  dan  SMP/SMPLB  sebanyak  83  sekolah.
	DATA  SEKOLAH PENERIMA  DANA  BOSNAS  TAHUN  2014
TINGKAT  SD/MI  dan  SMP/MTS  di  KOTA  SAMARINDA

	Tingkat  SD/MI
	
	
	
	
	

	No
	Kecamatan
	SD Negeri
	Jumlah  Dana
	SD Swasta
	Jumlah  Dana
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Samarinda  Seberang
	27
	Rp.1.882.915.000,-
	7
	Rp.470.807.000,-
	Rp.2.353.722.000-

	2
	Palaran
	24
	Rp.    938.413.000,-
	8
	Rp.219.210.000,-
	Rp.1.157.623.000,-

	3
	Samarinda  Ilir
	35
	Rp.2.113.955.000,-
	6
	Rp.175.015.000,-
	Rp.2.288.970.000,-

	4
	Samarinda  Ulu
	30
	Rp.1.676.896.000,-
	6
	Rp.343.940.000,-
	Rp.2.020.836.000,-

	5
	Samarinda  Utara
	43
	Rp.1.662.930.000,-
	5
	Rp. 93.625.000,-
	Rp.1.756.555.000,-

	6
	Sungai  Kunjang
	25
	Rp.1.752.470.000,-
	6
	Rp. 88.405.000,-
	Rp.1.840.875.000,-

	TOTAL
	184
	Rp.10.027.579.000,-
	38
	Rp.1.391.002.000,-
	Rp.11.418.581.000,-

	Tingkat  SD/MI
	
	
	
	
	

	No
	Kecamatan
	SMP
	Jumlah  Dana
	SMP
	Jumlah  Dana
	TOTAL

	
	
	Negeri
	
	Swasta
	
	

	1
	Samarinda  Seberang
	5
	Rp.  491.496.000,-
	9
	Rp.  315.280.000,-
	Rp.   806.776.000-

	2
	Palaran
	9
	Rp.   684.438.000,-
	4
	Rp.  577.228.000,-
	Rp.1.261.666.000,-

	3
	Samarinda  Ilir
	7
	Rp.1.296.642.000,-
	5
	Rp.  295.537.000,-
	Rp.1.592.179.000,-

	4
	Samarinda  Ulu
	10
	Rp.1.160.315.000,-
	4
	Rp.  266.139.000,-
	Rp.1.426.454.000,-

	5
	Samarinda  Utara
	9
	Rp.   695.976.000,-
	8
	Rp.  440.732.000,-
	Rp.1.136.708.000,-

	6
	Sungai  Kunjang
	6
	Rp.   592.494.000,-
	7
	Rp.  297.742.000,-
	Rp.   890.236.000,-

	TOTAL
	46
	Rp.4.921.361.000,-
	37
	Rp.1.615.430.000,-
	Rp.7.114.019.000,-

	Sumber  :  Dinas  Pendidikan Kota Samarinda
	
	
	
	


Dana  BOS  diterima  oleh  sekolah  secara  utuh  dan  dikelola  secara  mandiri  dengan  melibatkan  dewan  guru  dan  komite  sekolah  dengan  menerapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Nantinya Sekolah  mengelola  dana  secara  professional,  transparan  dan  akuntabel.  Pemerintah  memberikan  Dana  BOS  langsung  kesekolah  guna  membantu  kegiatan  proses  pembelajaran  dan  pembiayaan  Pendidikan  siswa,  dalam hal sebagai berikut  :

· Buku  Pendaftaran  siswa  baru;

· Buku  Pelajaran  Pokok  dan  Penunjang  untuk  perpustakaan;

· Biaya  pemeliharaan  sekolah;

· Biaya  ujian  baik  ulangan  umum  maupun  ulangan  harian;  dan

· Biaya  honor  guru.

Program  BOS  memang  perlu  dilakukan  Pemerintah  karena  kondisi  objektif  di  berbagai  daerah  memang  sangat  memprihatinkan.  Banyak  anak  sekolah  yang  mestinya  mengenyam  Pendidikan  ternyata  tidak  sedikit  anak  yang  tidak  sekolah,  anak  yang  putus  sekolah,  bahkan  tidak  mengenyam  Pendidikan  sama  sekali.  Program  BOS  sangat  perlu  didukung  karena  sebagian  besar  anak-anak  usia  sekolah,  putus  sekolah  yang  berdomisili  didaerah-daerah  pedesaan,  pedalaman,  pegunungan,  dan  pantai,  dengan  kondisi  mereka  miskin  dan  dilingkup  kebodohan.  Kebodohan  menurut  agama  adalah  musuh  yang  perlu  dilawan  dan  upaya  untuk  melewati kebodohan  tidak  lain  melalui  Pendidikan.
Menurut  Bapak  Bambang  Sudibyo  Mantan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  “Negara  menjamin  secara  penuh  terhadap  program  wajib  belajar  sehingga  anak-anak  usia  sekolah  tidak  ada  alasan  lagi  untuk  tidak  sekolah  karena  alasan  biaya.  Itu  artinya  Pemerintah  memberikan  jaminan  penuh  pembiayaan  bagi  anak  usia  sekolah  yang  masuk  dalam  kategori  wajib  belajar.

Namun  melihat  dari  Realita  yang  ada,  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  tersebut  dalam  pelaksanaannya  dapat  dikatakan amat  sangat  lamban,  karena   program   tersebut   sampai   4   kali  pergantian  kePemimpinan  Nasional  program  ini  dirasa  masih  belum  tuntas.  Pada awalnya,  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas)  akan  menuntaskan program  Wajib  Belajar  9  tahun  tersebut  paling  lambat  pada  tahun  2008,  namun  ternyata  program  tersebut  yang  ditargetkan  Depdiknas  terancam  gagal,  karena  masih  banyaknya  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraannya,  khususnya  berkaitan  dengan  akses  Pendidikan  yang masih  relatif  rendah. 

Menurut  Bapak  Andi  Ariefin,  M.pd  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Bidang  Pendidikan  Dasar,  mengatakan  “bahwa  adapun  kendala  dalam  pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun,  dilihat  dalam  lingkup  internal  biasanya  terdapat  masalah  administrasi  dan  kurang  pahamnya  pelaksanaan  dilapangan,  sedangkan  dalam  lingkup  eksternal  yang  sering  terjadi  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  orang  tua  dan  anak  usia  sekolah  tentang  pentingnya  program  wajib  belajar  9  tahun.

Namun  Dalam  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9 tahun  tidak  terlepas  dari  Visi  dan  Misi  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda,  Adapun  Visi  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda  yaitu  terwujudnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  bertaqwa,  berkwalitas,  sejahtera,  dan   berkemampuan  kompetitif,  melalui  pembinaan  dan  pengembangan  Pendidikan  yang  bermutu.

Selanjutnya  Misi  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda  adalah  :

· Meningkatkan  pemerataan  dan  pelayanan  Pendidikan  berkualitas  dalam  upaya  percepatan  penuntasan  wajib  belajar  Pendidikan  Dasar  9  tahun  menuju  wajib  belajar  Pendidikan  menengah  12  tahun.

· Memberikan  kesempatan  kepada  sekolah  untuk  mandiri  dalam  berinisiatif,  berinovasi  dan  berproduktifitas  disertai  dengan  peningkatan  kesejahteraan  bagi  tenaga  kependidikan.

· Meningkatkan  pelayanan  pendidikan  terhadap peserta didik yang  memiliki  bakat  dan  prestasi  khusus  untuk  mendapatkan  pengembangan  secara  optimal.

B. Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Dalam  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun

Kepedulian  Pemerintah  dalam  mewujudkan  Pendidikan  yang  lebih  berkualitas  diawali  dari  adanya  program  Pendidikan  yang  bermutu,  yakni  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  yang  telah  dicanangkan  oleh  Pemerintah  sejak  tahun  1994,  sebagai  kelanjutan  dari  program  wajib  belajar  6  tahun.

Namun  pada  waktu  itu  pendidikan  belum  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  anak  Indonesia.  Sebab  akses  ekonomi masyarakat  Indonesia  belum  mencukupi  untuk  bisa  mengenyam  Pendidikan  secara  komplit.  Padahal  bagi  bangsa  Indonesia  Pendidikan  sesungguhnya  adalah  komitmen  antara  Pemerintah  dan  masyarakat  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  bahwa  tujuan  Negara  ialah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.

Kemudian  Program  Wajib  Belajar   pada hakikatnya  merupakan  upaya  sistematis  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  sehingga  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  keseluruhan  pembangunan  Nasional.  Pendidikan  merupakan  hak  bagi  semua  orang  dan  juga  dapat  membantu  meyakinkan  orang  menjadi  lebih  aman,  lebih  sehat,  lebih  berhasil,  dan  lebih  berwawasan  lingkungan.

Kita  sepakat  bahwa  pemberantasan  kebodohan  dan  tercapainya  Pendidikan  bermutu  perlu  disetujui  oleh  semua  pihak.  Tanda-tanda  itu  sudah  dimulai  oleh  pihak  eksekutif  yang  diwujudkan  dengan  meningkatkan  anggaran  Pendidikan.  Demikian  pula  dengan  Dinas  Pendidikan  sudah  mengakomodir  segala  celah  dan  upaya  menuju  Pendidikan  bermutu  dan  konsekuen  mendukung  program  Pemerintah  Daerah,  tentunya  semua  person  legislatif  juga  konsekuen  mendukung  program  tersebut.  Bila  hal ini  sudah  berjalan  dan  sepakat  untuk  dijalani  maka  tidak  ada  kata  lain  bahwa  pemberantasan  kebodohan  menuju  Pendidikan  bermutu  akan  tercapai.

Tetapi  terdapat  beberapa  faktor  pendukung  yang  paling  dominan  usia  anak  sekolah  tidak  mengikuti  Program  Wajib  Belajar  9  tahun,  adalah  :

Faktor  Ekonomi  :  dimana  anak  tersebut  memilki  kesempatan  dan  keinginan  untuk  sekolah  tetapi  orang  tua  anak  tersebut  tidak  mampu.

Faktor  Kesempatan  :  dimana  anak  tersebut  mampu  secara  ekonomi  tapi  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk  melanjutkan  pendidikan  karena  disibukkan  dengan  berkerja.

Namun  dengan  adanya  Peran  Pemerintah  dalam  Penuntasan  Program  Wajib  Belajar   9  tahun  menjadi  sangat  aktif,  sebagai  buktinya  :

Pemerintah  mampu  meningkatkan  peran  serta  organisasi  kemasyarakatan  dalam  mensukseskan  penuntasan  Wajib  Belajar  9  tahun.

Pemerintah  mampu  meningkatkan  peran,  fungsi  dan  kapasitas  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dan  Kecamatan  dalam  penuntasan  Wajib  Belajar  di  daerah  masing-masing.

Pemerintah  mampu  menurunkan  angka  putus  sekolah.

Pemerintah  memberikan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk  Pendidikan  Dasar  SD  maupun  SMP.

Pemerintah  mampu  melindungi  siswa,  guru  dan  perangkat  kurikulum yang  berlaku  serta  menyediakan  sarana  dan  prasarana.

Adapun  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  dan  penuntasan  Program Wajib  Belajar  9  tahun  untuk  mensukseskan  program  ini,  perlu  kerjasama  yang  menyeluruh,  antara  lain  :

· Pemerintah  Pusat.

· Pemerintah  Provinsi.

· Pemerintah  Kabupaten/Kota.

· Kecamatan.

· Kelurahan.

Dengan  demikian  Penulis  berharap  bahwa  program  tersebut  harus  menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak,  Masyarakat  dan  Organisasni-organisasi  Sosial  Kemasyarakatan,  seperti  :  Dharma  wanita, PKK,  Bhayangkara,  Dharma  Pertiwi  dan  lainnya  yang  diharapkan  tetap  turut  serta  meningkatkan  partisipasinya  dalam  penuntasan  Wajib  Belajar  9  tahun  di  Daerah,  khususnya  untuk  Kota  Samarinda.

Maka  dapat  diperjelas  Jumlah  Sekolah  Tingkat  SD/MI  dan  SMP/MTS  Negeri  dan  Swasta  di  Kota  Samarinda  dalam  Tabel  4  berikut  ini  :
	Data  Sekolah  Negeri  dan  Swasta  di  Kota  Samarinda Tahun  2013/2014

Tingkat  SD/MI   dan  SMP/MTS


	Tingkat  SD/MI  dan  SMP/MTS
	
	
	
	
	
	

	No
	KECAMATAN
	Sekolah  SD
	Sekolah  SMP
	Jumlah

	
	
	Negeri
	Swasta
	Negeri
	Swasta
	Negeri
	Swasta

	1
	Samarinda  Ulu
	27
	9
	9
	13
	36
	22

	2
	Samarinda  Ilir
	12
	4
	11
	7
	23
	11

	3
	Samarinda  Seberang
	17
	4
	3
	5
	20
	9

	4
	Palaran
	24
	4
	5
	1
	29
	5

	5
	Sungai  Kunjang
	27
	9
	6
	10
	33
	19

	6
	Samarinda  Utara
	25
	6
	11
	12
	36
	18

	7
	Samarinda  Kota
	15
	6
	2
	1
	17
	7

	8
	Sambutan
	14
	4
	2
	3
	16
	7

	9
	Loa janan
	11
	4
	3
	4
	14
	8

	10
	Sungai  Pinang
	17
	7
	-
	5
	17
	12

	JUMLAH
	189
	57
	52
	61
	241
	118

	Sumber  :  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda
	
	
	
	
	


IV. PENUTUP

Berdasarkan  hasil  dari  analisa  yang  telah  dibahas  dalam  skripsi  ini,  maka  pada  bab  ini  memberikan  kesimpulan  :

· Bahwa  dalam  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun  di  Kota  Samarinda,  program  tersebut  belum  sepenuhnya  tuntas  karena  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  untuk  tingkat  SD/MI  hanya  mencapai  87,28%  dan  SMP/MTS  masih  66,84%.  Namun  untuk  mendukung  percepatan  pencapaian  program  tersebut,  Pemerintah  selaku  Departemen  Pendidikan  Nasional  menyelenggarakan  Pendidikan  Gratis  melalui  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  ditujukan  untuk  tingkat  SD/MI  dan  SMP/MTS. Adapun  Anggaran  Dana  BOS  yang  diterima  Kota  Samarinda  pada  Tahun  2014  sebesar  Rp.18.532.581.000,-  terutama  untuk  tingkat  SD/MI  sebesar  Rp.11.418.581.000,-  dan  SMP/MTS  sebesar  Rp.7.114.019.000,-.  Untuk  jumlah  sekolah  penerima  Dana  BOS  untuk  tingkat  SD/MI  sebanyak  222  sekolah  dan  SMP/MTS  83  sekolah.  Besaran  alokasi  Dana  yang  diterima  persiswa  pertahun  untuk  tingkat  SD/MI  sebesar  Rp.580.000,-  perpeserta  didik  pertahun,  sedangkan  SMP/MTS  sebesar  Rp.710.000,-  perpeserta  didik  pertahun.  Disamping  itu  bagi  anak  penyandang  cacat,  Pemerintah  membuka  sekolah  inklusi  dan  SLB,  yang  mana  anak  dari  kalangan  tidak  mampu  dibiayai  oleh  Negara.  Namun  adanya  kendala  dalam  pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  tahun,  dilihat  dalam  lingkup  internal  biasanya  pada  masalah  teknis  administrasi  dan  kurang  pahamnya  pelaksanaan  dilapangan.  Sedangkan  dalam  lingkup  eksternal,  yang  sering  terjadi  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  orang  tua  dan  anak  usia  sekolah  tentang  pentingnya  program  wajib  belajar  9  tahun.

· Peran  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  terhadap  kebijakan  Pemerintah  mengenai  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  di  Kota  Samarinda  dengan  berkerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan  Nasional mampu meningkatkan peran  serta  organisasi  kemasyarakatan  dalam  mensukseskan  penuntasan  Wajib  Belajar  9  tahun  dan  Pemerintah  mampu  meningkatkan  peran,  fungsi  dan  kapasitas pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan  kecamatan  dalam  penuntasan  Wajib  Belajar  di  daerahnya  khususnya  di  Kota  Samarinda.  Di  samping  itu  Pemerintah  memberikan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  untuk  Pendidikan  Dasar  SD  maupun  SMP.
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